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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA PENETAPAN UPAH MINIMUM
DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
(Studi Kasus Putusan PTUN Bandar Lampung Perkara Nomor : 5/G/2021/PTUN-BL)

Oleh
Maghfira Nur Khaliza Fauzi

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengalami
perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek
sengketa tidak saja berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tetapi termasuk juga
tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana perluasan objek gugatan TUN pasca berlakunya UU AP dan apakah yang
menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penetapan upah minimum di
wilayah Provinsi Lampung Tahun 2021.

Objek penelitian ini tentang gugatan Sengketa Penetapan Upah Minimum Tahun 2021
terkait dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Penetapan
Upah Minimum Propinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam
wilayah Propinsi Lampung oleh Gubernur Lampung dan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung Nomor : 5/G/2021/PTUN-BL., menyatakan gugatan Para
Penggugat tidak dapat diterima.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan
yuridis normatif, untuk menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dalam peraturan
perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk menggali informasi dari berbagai buku,
jurnal dan bahan hukum lainnya

Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi perluasan objek sengketa TUN yang
menjadi kompetensi absolut PTUN yang sebelumnya hanya meliputi KTUN yang bersifat
individual, salah satunya diperluas meliputi KTUN yang bersifat umum dan berlaku bagi
masyarakat. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penetapan upah minimum
walaupun upaya administratif yang dilakukan telah melebihi tenggang waktu 21 hari kerja
sejak diterima atau diumumkannya keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak
untuk mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.

Kata Kunci: Minimum, Penetapan, Sengketa, Upah.



ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE DISPUTE OF THE MINIMUM WAGE
DETERMINATION IN THE LAMPUNG PROVINCE IN 2021
(Case Study Of The Decision Of The Bandar Lampung Administrative Court Case
Number : 5/G/2021/PTUN-BL)

By
Maghfira Nur Khaliza Fauzi

After the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration,
the competence to try the State Administrative Court (PTUN) experienced a very significant
expansion of absolute competence. The authority to adjudicate the object of the dispute is
not only in the form of a State Administrative Decision (KTUN) but also includes factual
actions of government agencies and/or officials. The problem in this study is how to expand
the object of the TUN lawsuit after the enactment of the AP Law and what is the
consideration for judges in deciding the dispute over the determination of the minimum
wage in the Lampung Province in 2021.

The object of this study is the lawsuit for the 2021 Minimum Wage Fixing Dispute related
to the issuance of a State Administrative Decree (KTUN) in the form of Determination of
the Provincial Minimum Wage (UMP) and/or Regency/City Minimum Wage (UMK) in the
Lampung Province region by the Governor of Lampung and a Court Decision Bandar
Lampung State Administration Number: 5/G/2021/PTUN-BL., stated that the Plaintiffs'
lawsuit was unacceptable.

The method used in this study is analytical descriptive with a normative juridical approach,
to assess the conformity between the applicable norms in laws and regulations and
literature studies to gather information from various books, journals and other legal
materials.

The results of the study show that there has been an expansion of the object of state
administration dispute which has become the absolute competence of State Administrative
Courts, which previously only included individual state administrative decisions, one of
which was expanded to include public state administrative decisions and applies to the
community. The judge's consideration in deciding the minimum wage fixing dispute even
though the administrative efforts made have exceeded the 21 working day grace period
from the receipt or announcement of the decision and/or action, does not eliminate the
right to file a lawsuit as stated in the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic
of Indonesia Number 5 of 2021.

Keywords: Minimum, Determination, Dispute, Wage.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum tenaga kerja.
Bahwa posisi pengusaha dan pekerja/buruh tidaklah seimbang karena lemahnya
bargaining position pekerja/buruh. Oleh sebab itu, negara harus memberikan
instrumen untuk melindungi pekerja/buruh.t . Upah menjadi suatu hal yang penting
bagi para pekerja, mengingat upah merupakan bagian terdasar dari hak-hak pekerja
(grondrechten) sebagaimana pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan
kesepakatan bersama antara pekerja dan pemberi pekerja. Perlunya upah terhadap

para pekerja tentunya berdampak pada produktivitas dan kualitas kerjanya.

Konsekuensi tersebut melahirkan suatu penetapan upah sebagai bentuk
perlindungan oleh pemerintah dengan mengeluarkan instrumen hukum untuk
memberikan kesejahteraan bagi kerja, sehingga dengan demikian pemerintah
sejatinya mengatur penetapan upah minum sesuai dengan proporsional yang adil.
Suatu bentuk hak dalam pemberian upah, seharusnya terdapat tindakan oleh negara
untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja untuk mendapatkan haknya

tanpa disertai adanya pelanggaran.

Manifestasi perlindungan negara tentunya terdiri dari kejelasan dari peraturan yang
dibentuk dan tidak terlepas dari prosedur penetapan upah minimum bagi pekerja di
setiap sektor, maupun kebijakan yang berkaitan untuk menjamin perlindungan
sebagai hak-hak konstitusional warga negara. Pengupahan merupakan salah satu
aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan

pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

1 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan Ke. (Bandung,
2020), him. 147.



bahwa:

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Penghidupan yang layak memilik makna, di mana jumlah pendapatkan
pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup
pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman,

sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.?

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:
“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. ”
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun
2018 tentang Upah Minimum, menyatakan bahwa:
“Upah minimun adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan
atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur
sebagai jaring pengaman.”
Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, jangkauan wilayah berlakunya

upah minimum meliputi:®

a. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku diseluruh kabupaten/kota dalam 1

(satu) wilayah Provinsi; dan
b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berlaku dalam 1 (satu) wilayah
Kabupaten/Kota.

Penetapan UMP dan/atau UMK oleh Gubernur dituangkan dalam bentuk Surat
Keputusan Gubernur tentang Penetapan UMP dan/atau UMK. Karakter yuridis dari

2 1bid., him. 218.
3 1bid.



3

Keputusan Gubernur tentang Penetapan UMP dan/atau UMK merupakan
pengaturan secara umum yang harus dijalankan dan berlaku mengikat bagi

pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh.

Kemudian menjadi persoalan ketika baik pengusaha/pemberi kerja maupun
pekerja/buruh tidak sependapat/menolak UMP dan/atau UMK vyang telah
ditetapkan oleh Gubernur. Apakah persoalan ini termasuk dalam sengketa
administrasi negara yang dapat diajukan dan diadili oleh Peradilan Tata Usaha

Negara?

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum
(rechtstaat) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban
hukum, yakni tata tertib yang berdasarkan hukum.* Negara hukum memiliki
konsepsi yang disebut sebagai konsepsi negara hukum.® Konsepsi negara hukum
adalah gambaran tentang bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh suatu

bangsa dan sekaligus dicita-citakan untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan.®

Sistem Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) di Indonesia merupakan perwujudan
dari dianutnya negara hukum.” Tujuan pokok pembentukan Peratun adalah sebagai
wadah penyelesaian sengketa yang timbul antara warga masyarakat dengan aparat
pemerintah dan juga dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada warga
masyarakat yang mencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan yang
disebabkan oleh dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh Badan

dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara.®

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat yang mencari

keadilan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

4 A. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum (Malang: BayumediaPublishing, 2005), him. 5.

5 Aditya Sandy dan Tuti Widyaningrum, “Analisis Putusan Perkara Nomor
29/G/2012/Ptun.Jkt Yang Didasarkan Atas Daluwarsa,” Jurnal Lex Certa 5, no. 1 (2019), him. 6.

& Sudikno Mertukusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2009), him. 21.

" Putera Astomo, “Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum
Indonesia,” Jurnal Yuridis 1, no. 1 (2014).

8 1bid.
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Usaha Negara (UU PTUN).® Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 1 angka 4, yang
menyebutkan bahwa: Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil
keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, akan
tetapi dalam hal tertentu bisa saja keputusan itu dirasakan merugikan bagi seseorang
atau badan hukum perdata, oleh karena itu kepada masyarakat atau badan hukum

perdata diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (UU AP), kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara
mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. UU AP
memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili
objek sengketa tidak saja berupa KTUN tetapi termasuk juga tindakan faktual badan

dan/atau pejabat pemerintahan.

Kompetensi mengadili PTUN sebelumnya sangatlah sempit, hanya berwenang
mengadili keputusan tata usaha negara (beschikking) dalam arti konkret, individual
dan final sebagaimana diatur dalam UU PTUN, namun sejak disahkannya UU AP
terjadinya fenomena arus balik kebijakan legislasi yang kemudian membawa
perluasan dan penegasan kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa-sengketa
administrasi pemerintahan.'® Paragraf kelima Penjelasan Umum UU AP:

“Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan

dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan

Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan hukum materiil
dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. ”

Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8

UU AP yang menyatakan bahwa:

“Tindakan  Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat
pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan dalam
penyelenggaraan negara. ”

Selanjutnya sebagaimana lebih jelas tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

® Tim Penyusun (Para Staf Pengajar FH Ul), Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), him. 78-80.
10 Tim Penyusun (Para Staf Pengajar FH Ul), Sistem Hukum Indonesia, Op.Cit., him. 81.
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Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang

menyatakan bahwa:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. ”

Objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara menurut UU PTUN adalah
keputusan tata usaha negara (beschikking) sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yang menyatakan bahwa:
“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata.”

Kondisi demikian menjadi menarik untuk diteliti dan dianalisa lebih dalam
bagaimana implementasinya dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara,
khususnya Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 5/G/2021/PTUN-BL., tanggal
9 Juni 2021, tentang Sengketa Penetapan Upah Minimum Tahun 2021, dalam
sengketa antara: Ponijan, dkk sebagai Para Penggugat melawan Gubernur Lampung

sebagai Tergugat.

Dalam Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN-BL., yang menjadi objek sengketa adalah:

1) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/483/V.08/HK/2020, tentang
Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2021, sebesar: Rp.
2.432.001,57,- tertanggal 31 Oktober 2020.

2) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/530/V.08/HK/2020, tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021, sebesar:
Rp. 2.432.150,13,- tertanggal 21 November 2020.

3) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/531/V.08/HK/2020, tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021, sebesar:
Rp. 2.461.850,- tertanggal 21 November 2020.

4) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/533/V.08/HK/2020, tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021, sebesar:

11 Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma and Muhammad Adiguna Bimasakti, Beracara
Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik (e-Court) (Jakarta: Prenada Media
Group, 2020), him. 34.
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6)

Rp. 2.443.313,29,- tertanggal 21 November 2020.

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/534/V.08/HK/2020, tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021,
sebesar: Rp. 2.472.144,09,- tertanggal 21 November 2020.

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/535/V.08/HK/2020, tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, sebesar:
Rp. 2.442.513,12,- tertanggal 21 November 2020.

Keputusan-keputusan Gubernur Lampung tersebut diatas ditetapkan berdasarkan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor: M/11/HK.04/X/2020, tanggal
26 Oktober 2020, tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa

Pandemi Corona Disease 2019 (COVID 19), yang menyatakan bahwa penetapan

upah minimum Tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum Tahun 2020.

Para Penggugat merasa kepentingan mereka dirugikan atas keputusan-keputusan

Gubernur Lampung tersebut diatas dan menuntut agar penetapan upah minimum

Tahun 2021 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a.

Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2021, sebesar: Rp.
2.512.987,22,-

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021, sebesar:
Rp. 2.513.140,13,-

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021, sebesar:
Rp. 2.543.829,60,-

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021, sebesar:
Rp. 2.524.675,62,-

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021,
sebesar: Rp. 2.554.466,48,-

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, sebesar:
Rp. 2.552.848,80,-

Para Penggugat baru mengetahui keputusan-keputusan objek sengketa pada tanggal

17 Desember 2020. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan upaya administratif

berupa keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 26
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Januari 2021. Setelah lewat tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhadap
keberatan yang diajukan Para Penggugat tidak mendapat jawaban dan/atau
tanggapan dari Gubernur Lampung, maka Para Penggugat mengajukan gugatan tata
usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal
23 Februari 2021, yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN-
BL. Setelah dinyatakan lolos tahapan dismissal proses oleh Ketua PTUN Bandar
Lampung dan melalui tahapan pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Maret 2021
sampai dengan 24 Maret 2021 oleh Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung, maka
Majelis Hakim menetapkan tahapan berikutnya, yaitu persidangan terbuka untuk
umum pada tanggal 31 Maret 2021 dengan agenda Pembacaan Gugatan Para
Penggugat. Dilanjutkan pada tanggal 7 April 2021 dengan agenda Jawaban
Tergugat, tanggal 14 April 2021 dengan agenda Replik Para Penggugat, tanggal 21
April 2021 dengan agenda Duplik Tergugat, tanggal 28 April 2021 sampai dengan
19 Mei 2021 dengan agenda Pembuktian Para Pihak, tanggal 2 Juni 2021 dengan
agenda Kesimpulan Para Pihak dan tanggal 9 Juni 2021 dengan agenda Putusan
Majelis Hakim, yang amarnya pada pokoknyga menyatakan gugatan Para
Penggugat tidak diterima.

Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung dalam putusannya Nomor:
5/G/2021/PTUN-BL., tanggal 9 Juni 2021, terkait dengan tenggang waktu

pengajuan gugatan pada PTUN Bandar Lampung mempertimbangkan antara lain:!2

“Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma
Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, maka jika setidak-tidaknya dihitung sejak
diketahuinya objek sengketa pada tanggal 17 Desember 2020 maka upaya
keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati rentang waktu
21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan tersebut”

“Menimbang, bahwa karena upaya administratif yang diajukan Para
Penggugat telah lewat waktu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa a quo”

12 pytusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 5/G/2021/PTUN-BL,
hlm. 55-56.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:
“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua

puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan

Eksistensi ketentuan diatas sejatinya masih dinilai sebagai hal yang bersifat umum,
sehingga pemaknaan yang senyatanya belum memberikan aspek kompherensif dan
kekosongan hukum formil menjadikan Mahkamah Agung berupaya mengatasi
persoalan dengan menghadirkan Peraturan MA mengenai Pedoman Penyelesaian
Sengketa Administrasi Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2018, bahwa perhitungan
tenggat waktu dalam mengajukan gugatan 90 hari terhitung saat pihak ketiga yang
namanya tidak tercantum secara langsung, atau yang mewakili merasa dirugikan
baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut, yang
demikian dapa menempuh upaya administratif terlebih dahulu.

Beranjak dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka pertimbangan hukum
Majelis Hakim dalam putusannya Nomor: 5/G/2021/PTUN-BL., tanggal 9 Juni
2021 terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan pada PTUN Bandar
Lampung adalah sudah tepat.

Adanya ketentuan yang baru, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, tertanggal 28 Desember 2021, pada bagian E. Rumusan Hukum Kamar
Tata Usaha Negara angka 1 huruf a tentang Lembaga Upaya Adminstratif,
menyatakan bahwa:

“Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21
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(dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat
Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan
gugatan, apabila gugatan diajukian masih dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan
tersebut”

Atas dasar ketentuan tersebut di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam
putusannya Nomor: 5/G/2021/PTUN-BL., tanggal 9 Juni 2021 terkait dengan
tenggang waktu pengajuan gugatan pada PTUN Bandar Lampung adalah sudah
tidak tepat, dengan alasan hukum bahwa Para Penggugat baru mengetahui
keberadaan keputusan-keputusan objek sengketa pada tanggal 17 Desember 2020
dan gugatan didaftarkan pada PTUN Bandar Lampung tanggal 23 Februari 2021
sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90
(Sembilan puluh) hari, walaupun pengajuan upaya administratif berupa keberatan
kepada Gubernur Lampung pada tanggal 26 Januari 2021 telah melewati tenggang
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Berdasarkan uraian diatas, menurut pendapat penulis terdapat permasalahan hukum
yang akan dibahas lebih dalam, yaitu terkait perluasan objek gugatan tata usaha
negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan dan terkait pertimbangan hakim dalam memutus
sengketa penetapan upah minimum di wilayah Provinsi Lampung Tahun 2021,
sehingga perlu mengadakan penelitian ini dengan judul: “Analisis Yuridis
Terhadap Sengketa Penetapan Upah Minimum Di Wilayah Provinsi Lampung
Tahun 2021 (Studi Kasus Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor:
5/G/2021/PTUN-BL)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraian diatas, permasalahan
hukum yang akan dibahas, yaitu:

a. Bagaimanakah perluasan objek gugatan Tata Usaha Negara pasca berlakunya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

b. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penetapan

upah minimum di wilayah Provinsi Lampung Tahun 20217
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan tidak searah dengan tujuan yang
akan dicapai dalam penulisan ini, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup

permasalahan dan pembahasannya oleh penulis.

Beranjak dari hal tersebut diatas, ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini
difokuskan pada hal-hal yang bersifat khusus yang berkaitan dengan persoalan
perluasan objek gugatan tata usaha negara pasca berlakunya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan pertimbangan
hakim dalam memutus sengketa penetapan upah minimum di wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2021. Adapun objek ruang lingkup penelitian yang berlokasi di
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Beranjak permasalahan hukum tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara terhadap
sengketa penetapan upah minimum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan untuk mengetahui
pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penetapan upah minimum di
wilayah Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN-
BL. pada PTUN Bandar Lampung.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun

praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian
ilmu hukum administrasi negara, khususnya yang berhubungan dengan perluasan
objek gugatan tata usaha negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pertimbangan hakim dalam
memutus sengketa penetapan upah minimum di wilayah Provinsi Lampung Tahun
2021.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang
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dihasilkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi hal-hal yang bersifat teknis
terkait hukum acara peradilan tata usaha negara, terutama mengenai perluasan
objek gugatan tata usaha negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pertimbangan hakim dalam
memutus sengketa penetapan upah minimum di wilayah Provinsi Lampung Tahun
2021.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu bentuk kekuasaan oleh negara yang
bersifat merdeka melalui penyelenggaraan peradilan dengan tujuan memberikan
keadilan pada penegakan hukum sesuai dengan tolak ukur negara, yaitu Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah
Agung sebagai pemegang kekuasaan yang paling tinggi daripada peradilan-
peradilan yang berada dibawahnya, pada hakikatnya memiliki pertanggungjawaban
yang sangat besar dalam menjaga harmonisasi antar kekuasaan dan mewujudkan

prinsip independensi dalam pengadilan sebagai ciri khas dalam berdemokrasi.

Indonesia memiliki konsepsi yang disebut sebagai negara hukum.'® Konsepsi
negara hukum merupakan refleksi tentang bentuk idealisme negara yang dapat
dipikirkan oleh suatu bangsa, dan sekaligus dicita-citakan untuk dapat diwujudkan
dalam kenyataan pada konstitusional negara. Pencapaian tersebut bertujuan untuk
membangun perlindungan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia melalui
Kekuasaan Kehakiman.}* Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 24
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam undang-undang. ”

13 Sandy dan Widyaningrum, “Analisis Putusan Perkara Nomor 29/G/2012/Ptun.Jkt Yang
Didasarkan Atas Daluwarsa”, Op.Cit, him. 7.
14 Sudikno Mertukusumo, Penemuan Hukum, Loc.Cit.
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Lebih lanjut, kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan
syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem
negara hukum dan sistem negara demokrasi, apabila kekuasaan kehakiman dalam
suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat
dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip prinsip negara

hukum dan demokrasi.

Pada karakteristik kemandirian yang dimiliki lembaga peradilan memiliki suatu
makna bahwa segala proses penyelesaian perkara dalam persidangan diharuskan
memiliki keterbukaan, bahkan termasuk pada bagian pertimbangan yang ditentukan
pada putusan harus terdapat transparansi oleh khalayak umum. Kemandirian juga
mengandung artian pada pemberian kekuasaan lembaga peradilan hakikatnya
terbebas dari intervensi dari pihak manapun dan juga bebas dari pengaruh

kekuasaan lainnya.®

Bagir Manan beranggapan bahwa terdapat konteks kekuasaan kehakiman yang

merdeka, yaitu :

a. Pada bentuk kekuasaan yang melaksanakan peradilan atau fungsi yudisial
berupa kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan
kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.

b. Memberikan jaminan kebebasan kepada hakim dari bentuk ancaman yang
mengakibatkan rasa khawatir atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu

ketetapan hukum.

o

menjamin bahwa hakim harus bertperilaku objektif, jujur dan tidak memihak.

o

Dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa

15 S F Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman,” Jurnal Hukum lus Quia lustum
6, no. 9 (1997), him. 19.
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maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkingan kekuasan
kehakiman sendiri.

e. Melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan
kehakiman.

f. Semua tindakan hakim harus mengacu pada Undang-Undang Dasar dan
peraturan dibawahnya.®

2.2 Peradilan Tata Usaha Negara

Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara
(Peratun) mewujudkan bangsa yang sejahtera dan tertib hidup secara aman, tentram
dan tertib, kedudukan warga negara dalam hukum dan dalam bidang
ketatanegaraan. Hal ini berupaya untuk menjaga hubungan yang serasi, seimbang,
dan serasi antara perangkat pemerintah dan warga negara. Berdirinya Peradilan
Tata Usaha Negara (Peratun) membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum
yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keamanan hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM).Y

Negara Indonesia yang mengakui adanya peradilan administrasi sebagai salah satu
unsur rechtsstaat adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi
warga masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Keberadaan peradilan administrasi akan
memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang
bertindak sesuai dengan hukum. Keberadaan negara hukum harus memberikan
perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan kepada warga maupun pejabat tata

usaha negara.

Dengan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral, dapat dibedakan dua macam
perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan
perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan yang preventif, kepada

rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum

16 Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan
Kehakiman,” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1 (2019), him. 17.

17" Ayu Putriyanti, “Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam Kaitan
Dengan Pengadilan Tata Usaha Negara,” Pandecta Research Law Journal 10, no. 2 (2015), him. 3.
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suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan
perlindungan hukum yang represif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk
mengajukan keberatan setelah adanya suatu keputusan pemerintah.® Perlindungan
yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,'® sedangkan
perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Dengan demikian perlindungan hukum bagi rakyat oleh badan peradilan termasuk

kategori perlindungan hukum yang represif.

Beranjak dari apa yang telah di kemukakan diatas, dapat dipahami bahwa
keberadaan Peratun di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi dari konsep negara
hukum, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat
atas tindakan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan warga
masyarakat. Disertai dengan memberikan perlindungan hukum bagi aparat
pemerintah sendiri yang bertindak benar sesuai dengan hukum serta melakukan
pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintahan baik secara preventif
maupun represif, sehingga diharapkan akan terwujud keserasian, keseimbangan dan

keselarasan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan konsep negara hukum, maka segala tindak pemerintahan haruslah
dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.?® Salah satu  bentuk
pertanggungjawaban tersebut adalah pengujian keputusan tata usaha negara yang
dikeluarkan oleh aparat pemerintah di muka Peradilan Tata Usaha Negara terkait
dengan adanya gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh warga masyarakat.

Perbuatan hukum yang bersifat hukum publik khususnya dalam hukum
administrasi yang dilakukan oleh badan / pejabat tata usaha negara dapat
dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu :

a. Beschikking ( mengeluarkan keputusan ) ;

b. Regeling (mengeluarkan peraturan); dan

18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khus
(Surabaya: Peradaban, 2007), him. 30.

19 1bid.

2 Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai
Implementasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), him. 380.
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c. Materiele daad (melakukan perbuatan materiil).?*

Pemerintah merupakan subjek hukum atau pendukung hak-hak dan kewajiban-
kewajiban. Sebagai subjek hukum pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya
dapat melakukan berbagai tindakan pemerintahan baik tindakan nyata maupun
tindakan hukum. Macam-macam kategori tindakan pemerintahan menurut Van
Wijk/Konijnenbelt sebagaimana disunting Johanes Usfunan,??> dapat dibedakan
sebagai berikut :

a. Tindakan nyata atau faktual

b. Tindakan hukum

Tindakan nyata atau tindakan faktual pemerintah adalah tindakan-tindakan yang
tidak ada relevansinya dengan hukum dan karenanya tidak menimbulkan akibat-
akibat hukum, sedangkan tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-
tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu,

yang sejak awal dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa suatu rakyat dilindungi oleh 2 (dua)
perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum
represif. Perlindungan hukum preventif itu, di mana suatu rakyat diberikan
kesempatan untuk mengajukan sebuah keberatan (inspraak), yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa. Kontradiksi dari perlindungan hukum preventif
ialah perlindungan hukum represif, perlindungan hukum ini bertujuan untuk

menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan UU TUN, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan
(beschiking) dapat ditempuh banding administrasi atau upaya administrasi dan
melalui peradilan. Sjahran Basah beranggapan bahwa perlindungan hukum yang

diberikan merupakan gonditio sine qua non dalam menegakan hukum. Penegakan

2L Agus Budi Susilo, “Makna Perbuatan Hukum Publik Oleh Badan Atau Pejabat
Administrasi Negara Yang Melanggar (Suatu Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Administrasi
Negara),” Jurnal Perspektif 15, no. 4 (2010), him. 7-8.

22 Johanes Usfunan, Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat (Jakarta: Djambatan, 2002),
him. 30.
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hukum merupakan gonditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi hukum

itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah:?®

a. Direktif, bertujuan menjadi pedoman upaya pembangunan membentuk

masyarakat yang hendak dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. Integratif, bertujuan menjadi upaya pembinaan suatu bangsa dan negara;

c. Stabilitatif, bertujuan menjadi penjaga dan pemelihara keserasian,

keseimbangan, dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

d. Perfektif, bertujuan menjadi penyempurna, baik itu terhadap sikap tindak
administrasi negara ataupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dikutip dari pendapat Sjachran Basah selaku penulis dalam bukunya yang berjudul
“Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia”, peradilan

administrasi terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Peradilan Administrasi dalam Arti Sempit (Murni)

Peradilan administrasi murni dikatakan peradilan yang dapat memberikan
penentuan hukum (rechtsvaststelling) yang cara penyelenggaraannya dilakukan
oleh badan yang berdiri sendiri meliputi hakim yang dalam hal memutus suatu
sengketa dengan syarat bahwa penyelenggaraannya berlandaskan kepada peraturan
perundang-undangan.?* Rochmat Soemitro memberikan tanggapan bahwa,
peradilan administrasi murni adalah suatu peradilan administrasi yang telah
memenuhi unsur-unsur peradilan dan unsur-unsur khusus, selain itu juga terdapat
ciri khas peradilan yang murni, meliputi adanya sebuah hubungan segitiga antara
Para Pihak dan badan atau pejabat yang mengadili, di mana badan atau pejabat yang
mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah.?®

23 PTUN Bandar Lampung, “Sejarah Pengadilan,” diakses 14 November 2021, https:/ptun-
bandarlampung.go.id/?page_id=285.

24 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia
(Bandung: PT Alumni, 1997), him. 47.

2 |bid., hlm. 54-55.
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b. Peradilan Administrasi Semu

Peradilan administrasi semu dikatakan peradilan yang tidak sepenuhnya memenuhi
syarat-syarat peradilan administrasi murni yang dalam arti bukan merupakan
peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi dalam. Istilah peradilan
administrasi semu dikenal seperti dengan istilah “administratieve beroep”,
“oneigenlijke administratieve rechtspraak”, atau “quasi rechtpraak” Yyang
memiliki makna peradilan administrasi tak murni.®® Rochmat Soemitro
memberikan tanggapan bahwa, peradilan administrasi semu memiliki ciri-ciri,
meliputi sesuatu hal yang berkaitan dengan memutus perkara adanya biasanya
instansi yang hierarkinya lebih tinggi (dalam satu jenjang secara vertical) atau lain
daripada yang memberikan putusan pertama; dapat mengganti, mengubah atau
meniadakan keputusan administrasi yang pertama; dan juga badan yang memutus
dapat dibawah pengaruh badan lain, walaupun merupakan badan diluar hierarki.?’

2.2.1 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Kata “wewenang” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti hak dan
kekuasaan untuk bertindak. Asal muasal frasa ‘“kewenangan” berdasar pada kata
“wewenang”, yang kemudian yang memiliki arti sebagai sesuatu hal yang
berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Penulis
beranggapan frasa “kewenangan” memiliki arti sebagai kekuasaan formal yang

diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47
mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi

% 1bid., him. 60.
2" 1bid., him. 62.
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atau kewenangan mengadili.?®

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan yaitu

sebagai berikut:

a. Kompetensi dapat dilihat dari pokok sengeketa (geschilpunt fundamentum
petendi).

b. Kompetensi dapat dilihat melalui pembedaan atas atribusi (absolute
competentie).

c. Kompetensi dapat dilihat melalui pembedaan atas kompetensi absolut dan

kompetensi relatif.?®

Selaras dengan pembedaan yang terakhir, maka kompetensi peradilan administrasi
dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Kompetensi relatif merupakan kompetensi pengadilan yang ditentukan

berdasarkan wilayah hukum yang menjadi wilayah kewenangannya.

b. Kompetensi absolut merupakan berhubungan dengan kompetensi peradilan
administrasi untuk mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau

pokok sengketa.*°

Berkenaan dengan kompetensi absolut pengadilan administrasi. Philipus M. Hadjon

mengemukakan bahwa:3!

“Kalau kita bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 seyogyanya Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan suatu system umum Peradilan Tata
Usaha Negara. Namun, berdasarkan rumusan kompetensi absolut Peradilan
Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, maka Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah suatu Peradilan Tata
Usaha Negara khusus. Dengan pembatasan kompetensi absolut Peradilan
Tata Usaha Negara yang hanya menyangkutkan keputusan tata usaha negara
(KTUN) berarti masih ada sengketa tata usaha negara lain yang tidak yang

2 Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard, dan Ayu Putriyanti, “Friksi
Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN),”
Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1-18.

29 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: P.T Raja Grafindo
Persada, 2001), him. 31.

%0 S.F Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia (Yogyakarta:
UII PRESS, 2003), him. 175.

31 Philipus M. Hadjon., et. al., Pengantar Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2002), him. 315.
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terjangkau oleh PTUN.”

Eksistensi peradilan administrasi sebagai salah satu pilar negara hukum, di satu sisi
berperan sebagai kontrol yuridis (judicial control) terhadap perbuatan
pemerintahan, dan di sisi lain berperan sebagai wadah untuk melindungi hak
individu dan warga masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum.??

Sebagai lembaga judicial control, pengadilan tata usaha negara menunjukkan ciri
karakteristik sebagai suatu external control yang bersifat represif dan pada dasarnya
pengadilan tata usaha negara hanya menilai segi legalitas saja dari tindakan-
tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik, khususnya mengenai
surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkannya.

2.2.2 Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Beranjak dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian perluasan
kompetensi dalam penelitian ini adalah membuat kompetensi Peradilan Tata Usaha
Negara yang lebih luas dari sebelumnya. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha
Negara yang sebelumnya sangat sempit, hanya menyangkut KTUN saja
berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diperluas menjadi
meliputi seluruh tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik baik tindakan
faktual maupun tindakan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau

immaterial berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Perluasan berasal dari kata dasar yaitu “luas”. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia perluasan memiliki arti perihal meluaskan atau memperluas;
penambahan. Meluaskan berarti menambah luas (banyak, besar dan lain-lain),
sedangkan memperluas berarti membuat lebih luas dari semula; meluaskan, Maka
dari itu istilah perluasan dalam kaitannya dengan permasalahannya dan tujuan

penelitian ini yaitu membuat lebih luas daripada sebelumnya.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi tonggak yang mencerahkan

32 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Op. Cit., him. 183.
3 Paulus Effendie Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap
Pemerintah, Edisi Revi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), him. 116.
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dalam reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan publik.®* Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan secara ideal sangat diperlukan dalam upaya
meningkatkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan mengurangi
korupsi, kolusi dan nepotisme, karena Undang-Undang tersebut memuat asas-asas
umum pemerintahan baik yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, sehingga Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan telah menjadi
sumber hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sumber hukum formal (hukum

acara) dalam praktek pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Mencermati materi muatan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
dapat dikatakan bahwa telah terjadi revitalisasi atau bahkan reformasi yang
signifikan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya
perluasan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perkara-
perkara yang timbul sebagai akibat dari tindakan faktual yang dilakukan oleh
pejabat pemerintahan, yang semula merupakan kompetensi absolut Peradilan
Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri saat ini telah menjadi kompetensi absolut
Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU AP, menyebutkan bahwa:

“ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata
Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya
disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP, menyebutkan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan
adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara
lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Selanjutnya dalam Pasal 87 UU AP, diatur sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

3 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik,”

Administrative Law & Governance Journal 2, no. 3 (2019), him. 23.
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara
lainnya;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bersifat final dalam arti luas;

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau
Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.”

hD OO

Sejatinya, pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah
terjadi perubahan yang signifikan terhadap objek sengketa tata usaha negara, yang
pada akhirnya seluruh perkara-perkara mengenai perbuatan melawan hukum oleh
penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang semula menjadi kompetensi absolut
Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum saat ini menjadi kompetensi absolut

Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

2.2.3 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam gambaran umum bahwa hukum acara atau yang sering disebut hukum formil
mengatur terkait tata cara dan pihak pihak yang terlibat pada ranah hukum materiil
apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Meninjau pada kata “acara:” dapat berarti
suatu proses penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan atau putusan hakim
untuk memperoleh suatu tujuan utama yaitu keadilan dalam hukum. Dalam Hukum
Acara Pengadilan Tata Uaha Negara (HAPTUN), terdapat muatan norma-norma
atau peraturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara
(TUN), sejak diajukannya suatu gugatan sampai pelaksanaan putusan hukim
TUN.*®* HAPTUN dapat dirumuskan sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang
berisikan tahapan dan cara bagaimana seseorang harus bertindak di pengadilan dari
proses awal hingga dikeluarkannya suatu putusan hakim yang memenangkan suatu
pihak.3®

Pada hakikatnya para pihak yang terlibat berupa Penggugat dan Tergugat sebagai

% Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi &
Refleksi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), him. 49.

3% R Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) him
9.
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pihak yang terlibat dalam sengketa, lalu terdapat Pihak Intervensi yang
dimungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan. Pihak intervensi dikatakan
sebagai pihak ketiga yaitu individu atau badan hukum perdata yang namanya
tercantum ataupun secara tidak langsung yang memiliki kepentingan dalam
sengketa melalui permohonan pengajuan sendiri atau dilakukan penunjukkan oleh
hakim. Pada dasarnya pihak intervensi memiliki keterlibatan dengan Keputusan
Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan pihak Penggugat sesuai dengan Pasal
1 angka 9 UU Peratun bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Terdapatnya pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dalam suatu keputusan
tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan
tenggang waktu selama 90 (Sembilan puluh hari) yang dihitung saat diterimanya
atau disebarluaskan keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
sesuai ketentuan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986. Perlu digarisbawahi bahwa,
penggugat harus melakukan Upaya Administratif kepada pihak yang mengeluarkan

keputusan tersebut.®’

Menurut Penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya
administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan
perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang
dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri berisikan tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Adimintrasi Pemerintahan, upaya

administratif yang terdiri dari :

37 Abdul Kadir Jaelani, “Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata
Usaha Negara Di Indonesia,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18, no. 2 (2020),
him. 8.
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a. Keberatan; dan

b. banding administratif.

Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN), apabila nantinya Penggugat tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban
terkait upaya administratif yang diajukan sampai dengan lewat dari tenggat waktu
yang ditentukan berdasarkan UU AP 3 Terdapat pengecualian untuk pihak ketiga
bahwa pengajuan gugatan diperbolehkan melewati tenggat waktu apabila baru
mengetahui adanya KTUN tersebut.

Upaya menyusun suatu surat gugatan yang nantinya diajukan ke PTUN harus
benar-benar dibuat hati-hati dan teliti dalam menyusun format gugatan, serta tempat
pengajuan gugatan bahwa diajukan oleh wilayah kedudukan tempat Tergugat.
Sebab apabila surat gugatan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan dapat

menyebabkan surat gugatan itu tidak diterima dan/atau ditolak.

Penggugat harus mendaftar gugatannya terlebih dahulu, setelah itu akan dilakukan
dismissal process oleh Ketua PTUN, apabila gugatan dinyatakan lolos dismissal
process oleh Ketua PTUN akan memasuki tahapan pemeriksaan persiapan yang
dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam ruang yang khusus disediakan untuk itu
dan bersifat tertutup untuk umum. Pemeriksaan persiapan bertujuan untuk
memberikan saran-saran perbaikan gugatan kepada pihak Penggugat terkait dengan
hal-hal yang bersifat formal dalam pengajuan gugatan tata usaha negara dan
mendengarkan keterangan dari pihak Tergugat dan pihak terkait yang dianggap
perlu guna membantu melengkapi gugatan Penggugat. Selama pemeriksaan
persiapan, nantinya pihak terkait dapat mengajukan sebagai pihak Tergugat
Intervensi melalui penunjukkan oleh hakim ataupun permohonan sendiri melalui
putusan sela.®® Pemeriksaan persiapan tahapan dimana memperbaiki gugatan

sebelum nantinya dinyatakan sempurna.

38 Philipus M Hadjon, “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor
30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum dan Peradilan 4, Nomor 1 (2015),
him. 51.

3 F X Sumarja, “Penetapan Dismissal Dan Pemeriksaan Persiapan Dalam Proses Beracara
Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” Praevia 5, Nomor 2 (2011), him. 11.
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Gugatan yang telah dianggap sempurna oleh Majelis Hakim, nantinya dapat
melanjutkan ke persidangan terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan
gugatan, kemudian dalam hal ini akan dilanjutkan dengan jawaban oleh Tergugat
dan Tergugat Intervensi sebagai tanggapan atas gugatan yang dilayangkan oleh
Penggugat. Barulah selanjutya terdapat replik dan duplik. Keseluruhan tahapan
jawab menjawab tersebut dapat dilaksanakan melalui persidangan e-court
berdasarkan kesepakatan para pihak dihadapan Majelis Hakim. Namun untuk
tahapan selanjutnya pada acara pembuktian harus dilakukan secara langsung yang
bertujuan untuk memeriksa bukti-bukti secara langsung dan menilai keabsahan
suatu bukti dihadapan majelis hakim berupa bukti-bukti tertulis, saksi-saksi
dan/atau ahli-ahli yang dihadirkan para pihak dan pemeriksaan setempat yaitu

memeriksa secara langsung lokasi yang diterbitkan keputusan objek sengketa.

Terpenuhinya secara lengkap semua acara pembuktian selesai, barulah dilanjutkan
dengan kesempatan bagi para pihak menyampaikan kesimpulannya masing-masing
dan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang kembali dilaksanakan melalui

persidangan e-court.

2.3 Upah dan Pengupahan

Upah merupakan persoalan mendasar dalam bidang ketenagakerjaan dan hubungan
industrial. Karenanya, upah menjadi tuntutan teratas dalam berbagai aksi mogok
kerja dan/atau unjuk rasa pekerja/buruh.*® Pengupahan didefinisikan sebagai
permasalahan dibidang ketenagakerjaan yang bersifat krusial yang apabila bukan
seseorang yang professional yang menangani permasalahan tersebut, sering kali
menimbulkan perselisihan dan perlakuan aksi mogok kerja oleh pekerja/buruh
(unjuk rasa).

Pada tataran empiris praktis, penanganan pengupahan tidak hanya menyangkut
aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari

bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan

40 Abdul Khakim, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), him. 1.
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aman dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

Aspek teknis bidang pengupahan bukan hanya bentuk daripada perhitungan dan
pembayaran upah oleh pemberi kerja/pengusaha dilakukan, namun lebih kompleks
terkait bagaimana proses upah ditetapkan. Mulai dari penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).#2

Aspek ekonomis bidang pengupahan secara eksplisit lebih condong pada kondisi
bidang ekonomi, baik bidang ekonomi makro maupun bidang ekonomi mikro, juga
bagaimana impelementasinya dilapangan. Ditingkat perusahan kemudian
diterjemahkan bagaimana sistem penggajian dalam suatu perusahaan dirancang
sehingga kebijakan kenaikan upah minimum tetap dapat mendorong produktivitas

kerja pekerja/buruh dan tidak terlalu membebani cashflow perusahaan.

Aspek hukum bidang pengupahan meliputi proses dan kewenangan penetapan
upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, penundaan upah,
pengenaan denda dan pemotongan upah, sanksi administratif dan ketentuan pidana,

serta pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan.

Secara eskplisit, tampak jelas bahwa pengupahan merupakan masalah yang cukup
complicated dan para pihak harus benar-benar memahami ketiga aspek secara
komprehensif. Ketika salah satu pihak berpengang hanya pada satu aspek dan
apalagi “main pokoknya”, akhirnya sulit ditemukan keputusan yang bijak. Hal
demikian, konflik tidak dapat dihindari. Sangat keliru jika ada sebagian pihak
berpendapat bahwa bidang ketenagakerjaan hanyalah masalah normatif (undang-
undang), karena fakta dilapangan menunjukan bahwa dimensi ketenagakerjaan

sangat kompleks, seperti halnya masalah pengupahan.*?

2.3.1 Pengertian Upah

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

1 1bid.
“2 1bid., him. 2.
# 1bid., him. 3-4.
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Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”
Secara yurisdiksi jelas bahwa, upah merupakan hak pekerja/buruh dan bukan
merupakan pemberian sebagai hadiah dari pengusaha, karena pekerja/buruh telah
atau akan bekerja untuk pengusaha sesuai yang telah diperjanjikan, apabila ternyata
pekerja/buruh tidak bekerja sesuai dengan yang diperjanjikan, pekerja/buruh yang

bersangkutan tidak berhak atas upah dari pengusaha.**

Upah dalam perspektif pekerja/buruh merupakan hak yang sangat mendasar bagi
pekerja/buruh, karenanya upah harus mendapatkan perlindungan yang memadai
dari pemerintah. Motivasi pekerja/buruh dalam bekerja adalah mencapai
peningkatan kesejahteraan, yang salah satu pilar utamanya melalui upah disamping

pengembangan karir.

Harapan pekerja/buruh upah harusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal,
tetapi faktanya sejak dulu hingga sekarang belum pernah dicapai secara memadai.

Keputusan dasar minimal menurut Sudjana, meliputi:*

a. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara,

bahan bakar dan lain-lainnya;

b. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
kapasitas/produktivitas individu, meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan,
sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan sosial, kebebasan berpendapat,

tersedianya pasar dan lain-lainnya;

¢. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap
cara memproduksi dan peluang ekonomi meliputi tanah, air, vegetasi, modal

(termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan yang layak;

* 1bid., hIm. 19.
“® 1bid, hIm. 6
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d. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat
keputusan meliputi penghargaan atas HAM, partisipasi dalam politik keamanan

sosial, pertahanan sosial, peraturan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Upah dalam perspektif pengusaha, pengeluaran biaya perusahaan untuk
kesejahteraan pekerja/buruh (labour cost) merupakan bagian biaya produk atau jasa
yang dihasilkan yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga jual produk/jasa
yang bersangkutan. Anggaran untuk biaya tenaga kerja sangat bergantung pada

kelancaran penerimaan perusahaan.

Upah dalam perspektif pemerintah, terhadap kebijakan upah pemerintah tidak
hanya memandang pentingnya upah dari segi peningkatan kesejahteraan
pekerja/buruh saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain, apabila dipandang
dari segi pendapatan negara, kenaikan upah minimum akan dapat mendorong
peningkatan penerimaan pendapatan negara dari pajak penghasilan disamping
multifier effect lainnya. Lebih penting lagi bagi pemerintah adalah bagaimana
secara makro system perekonomian berjalan dengan baik dan investasi tetap
kondusif dengan adanya kebijakan upah minimum. Mengingat jika kebijakan upah
minimum berlebihan dan tidak seimbang, justru akan menggangu iklim investasi,
yang pada akhirnya investasi akan hengkang dari Indonesia. Keseimbangan inilah
yang selalu harus dijaga oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang

ditempuhnya.*®

Upah menjadi unsur penting dalam suatu hubungan kerja yang terjadi karena
adanya perjanjian kerja antara seorang pekerja/buruh dan seorang pengusaha.
Sebagai konsekuensi logis, upah menjadi salah satu biaya (cost) dan tidak dapat
dipisahkan dari rangkaian bisnis seorang pengusaha. Bisnis tersebut yang
dimaksudkan adalah untuk memperoleh laba, bukan berarti hanya profit oriented
pengusaha kemudian menjadikan pekerja/buruhnya sebagai faktor produksi, tanpa
memperhatikan kesejahteraan pekerja buruh dalam hal ini perlu memperhatikan

etika bisnis, khususnya dalam hubungan internal dengan pekerja/buruh.

“6 1bid., him. 13.
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2.3.2 Struktur dan Skala Upah

Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah
sehingga terdapat kepastian upah bagi setiap pekerja/buruh, serta untuk mengurangi

kesenjangan upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, berbunyi:

“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memerhatikan
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Nomor: KEP-49/MEN/IV/2014 tentang Ketentuan Struktur dan Skala
Upah, berbunyi:

“Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang
tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah.”

Lebih lajut dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Nomor: KEP-49/MEN/1V/2014 tentang Ketentuan Struktur dan
Skala Upah, berbunyi:

“Skala upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok
jabatan.”

Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upah pekerja/buruh
di perusahaan, yang dilaksanakan melalui analisa jabatan, uraian jabatan dan
evaluasi jabatan. Dalam melakukan analisa, uraian dan evaluasi jabatan diperlukan

data/informasi, meliputi:*’

a. Bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan;
b. Tingkat teknologi yang digunakan;

c. Struktur organisasi; dan

d. Manajemen perusahaan.

47 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: KEP-49/MEN/IV/2014
tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, Pasal 2-4.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Nomor: KEP-49/MEN/IV/2014 tentang Ketentuan Struktur dan Skala
Upah, berbunyi:

“Dasar pertimbangan penyusunan struktur upah antara lain :

a. struktur organisasi;

b. rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan;

c. kemampuan perusahaan;

d. biaya keseluruhan tenaga kerja;

e. upah minimum;
f. kondisi pasar.”

2.3.3 Upah Minimum

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan
yang disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan
utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum
lain.*® Atas dasar hal tersebut, pemerintah turut serta dalam menangani masalah
pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Pengupahan ini merupakan bagian dari regulasi tentang ketenagakerjaan, maka
terkait hal tersebut pemerintah menuangkannya dalam suatu pengaturan berupa
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-
Undang Ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*®

Perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap pekerja atau buruh terkait
pengupahan merupakan representasi dari cita bangsa Indonesia yang tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disebutkan di atas, yakni
untuk memajukan kesejahteraan umum. Tentunya yang dimaksud dengan
kesejahteraan umum disini salah satunya adalah kesejahteraan para pekerja/buruh

tersebut.

48 Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan
Nasional,” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 2 (2019), him. 326.

49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279), Pasal 88 ayat (1) - (2).
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Terkait perlindungan upah, pemerintah menetapkan adanya upah minimum.
Pemerintah menetapkan upah minimum ini berdasarkan kebutuhan hidup layak dan
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah tanpa
tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap (upah bulanan) yang

ditetapkan oleh Gubernur merupakan merupakan pengertian dari upah.®°
Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Permen 15/2018, jangkauan
wilayah berlakunya upah minimum meliputi:

a. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku diseluruh Kabupaten/Kota dalam 1

(satu) wilayah Provinsi; dan
b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berlaku dalam 1 (satu) wilayah
Kabupaten/Kota.

Disamping itu, upah minimum berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLUI) disebut Upah Minimum Sektoral, yang terbagi menjadi Upah
Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK).>!

2.3.4 Dasar Penetapan Upah Minimum

Dasar dalam menetapkan upah minimum perlu dipertimbangkan beberapa hal

secara komprehensif hal-hal sebagai berikut:>2

a. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak
(KHL) dan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

b. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL;

c. Penetapan upah minimum dilakukan setiap Tahun berdasarkan KHL dan

memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

d. Kebutuhan hidup layak sebagaimana merupakan standar kebutuhan seorang

%0 peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Pasal
1 angka 1.

51 Abdul Khakim, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Op.
Cit., him. 64-66.

52 |bid.
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pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1

(satu) bulan;

Kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen yang mencakup

beberapa jenis kebutuhan hidup;

Komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima)
Tahun;

. Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dilakukan oleh Menteri
dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan

Pengupahan Nasional;

Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional menggunakan
data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang dibidang
statistik;

Pencapaian KHL merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap

nilai KHL pada periode yang sama;

Untuk pencapaian KHL, Gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam
bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industry padat karya
tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi

kemampuan dunia usaha.
. Peta pencapaian KHL disusun dengan langkah-langkah:

1) Menentukan tahaun pencapaian upah minimum sama dengan Kebutuhan
Hidup Layak.

2) Memprediksi nilai KHL sampai akhir Tahun pencapai.
3) Memprediksi besaran nilai upah minimum setiap Tahun.

4) Menetapkan persentase pencapaian KHL dengan membandingkan prediksi
besaran upah minimum dengan prediksi nilai KHL setiap Tahun.

Dalam kondisi perekonomian Tahun tertentu mengakibatkan pencapaian KHL
tidak dapat terpenuhi, Gubernur dapat melakukan penyesuaian tahapan

pencapaian KHL.
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m. Dalam penetapan upah minimum setiap Tahun, terdapat penyesuaian nilai
KHL.

n. Penyesuaian nilai KHL secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara
upah minimum Tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional Tahun berjalan.

2.3.5 Perselisihan Hubungan Industrial

Penerapan frasa kata “hubungan industrial” awal mulanya dari kelanjutan frasa kata
“Hubungan Industrial Pancasila (HIP)”, seiring berjalannya waktu tidak diketahui

dengan jelas alasan mengapa frasa “Pancasila” dihapuskan.>?

Secara literatur, istilah Hubungan Industrial Pancasila (HIP) merupakan terjemahan
labour relation atau hubungan perburuhan , di mana hubungan perburuhan hanya
membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Kendati demikian, dengan melihat perkembangan dan kenyataan yang ada, bahwa
masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata menyangkut
aspek-aspek lain yang bersifat lebih luas, tidak hanya hubungan antara
pekerja/buruh dan pengusaha, namun perlu adanya campur tangan pemerintah.>
Bertolak dari hal tersebut, melalui Kesepakatan Bersama Lembaga Kerja Sama
Tripartit Nasional Nomor 9 Tahun 1985, maka istilah hubungan perburuhan diganti

dengan istilah hubungan industrial (industrial relation).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, berbunyi:
“Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai

nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”

Hubungan industrial tersebut diharapkan tercipta sedemikian rupa, agar timbulnya
rasa aman, harmonis, serasi dan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan

bangsa. Kendati demikian, hubungan industrial tidak luput dari suatu adanya

%3 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Op.Cit., him. 259.
% 1bid.
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perselisihan, yang biasa dikenal dengan istilah Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, berbunyi:

“Perselisinan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha
dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat
Buruh dalam satu perusahaan. ”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Hubungan Industrial, disebutkan bahwa perselisihan hubungan

industrial dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

a. Perselisihan Hak

Didefinisikan sebagai timbulnya perselisihan dikarenakan hak pekerja/buruh
yang tidak terpenuhi, yang disebabkan oleh adanya perbedaan perwujudan
terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebuah
ketentuan kesepakatan atas pekerjaan, suatu ketentuan peraturan perusahaan,

atau perjanjian/kesepakatan kerja Bersama.

b. Perselisihan Kepentingan

Didefinisikan sebagai timbulnya perselisihan dikarenakan pendapat mengenai
pembuatan serta perubahan terkait syarat-syarat kerja yang tidak terdapat
keselarasan, di mana hal ini ditetapkan dalam suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sebuah ketentuan kesepakatan atas
pekerjaan, suatu ketentuan peraturan perusahaan, atau perjanjian/kesepakatan

kerja Bersama.>®

c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Didefinisikan sebagai timbulnya perselisihan dikarenakan pendapat mengenai
pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak

% “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4356), Pasal 1 angka 2.

% Ibid., Pasal 1 angka 3.
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terdapat keselarasan.®’

d. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Didefinisikan sebagai timbulnya perselisinan antarserikat pekerja (SP) atau
antarserikat buruh (SB) dengan serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) lain
hanya dalam satu perusahaan, di mana dikarenakan tidak terdapat
keselarasan/perbedaan paham terkait bagaimana konsepsi keanggotaan,

pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.>®

Adanya suatu instrumen hukum vyan berkenaan dengan ruang lingkup
ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang
menyangkut hubungan industrial, pekerja/ atau buruh dari bagian serikat pekerja
beserta pengusaha diwajibkan untuk mengadakn suatu perundingan bipatrit dengan
pola penyelesaian musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, namun
demikian apabila tidak ditemukanya solusi yang mengandung substansi keadilan,
maka barulah pengusana dengan pekerja atau serikat pekerja melalui suatu prosedur
penyelesaian dengan upaya perselisinan hubungan industrial yang termuat dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Prosedur yang disediakan antara lain melalui konsiliasi hubungan industrial atau
arbitrase hubungan industrial atau mediasi hubungan industrial, bila masih juga
gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan
pada Pengadilan Hubungan Industrial yang ada pada setiap Peradilan Umum yang
bertempat kedudukan di Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi tempat
kerja pekerja/buruh.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Hubungan Industrial, disebutkan bahwa prosedur peyelesaian

perselisihan hubungan industrial ditempuh dalam 4 (empat) macam, yaitu:

a. Bipartit

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh atau antara serikat

5 Ibid., Pasal 1 angka 4.
%8 |bid., Pasal 1 angka 5.
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pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang lain dalam satu
perusahaan yang berselisih. Perundingan bipartit pada hakikatnya adalah suatu
bentuk upaya musyawarah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30
hari kerja sejak perundingan pertama dilaksanakan. Apabila perundingan
bipartit mencapai kesepakatan maka para pihak wajib membuat Perjanjian
Bersama dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial. Bila
bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial harus dimintakan untuk
diselesaikan melalui mediasi hubungan industrial, atau konsiliasi hubungan
industrial, atau arbitrase hubungan industrial sebelum dapat dibawa ke

Pengadilan Hubungan Industrial.

Konsiliasi atau Arbitrase

Upaya penyelesaian terkait perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan
konsiliasi dengan ranah penyelesaian terhadap hak-hak yang menyangkut
kepentingan, adanya pemutusan hubungan kerja yang sepihak, maupun yang
berkaitan antara sesama serikat pekerja/ buruh dalam cakupan satu perusahaan,
tentunya dilakuakn dengan pola perundingan yang diharapkan menemukan
kesepakatan bersama melalui penengah yaitu seseorang dengan sifatnya yang
tidak memihak, atau yang diartikan sebagai konsiliator.

Selanjutnya konsiliator dalam hubungan industrial dapat dikatakan sebagai
suatu individu atau perseorangan yang telah memenuhi kriteria menjadi
konsiliator yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan,
nantinya terlibat aktif dalam upaya konsiliasi dengan kewajiban memberikan
peringatan atau nasihat secara tertulis kepada masing-masing pihak yang
terlibat pada perselisinan untuk nantinya diselesaikan secara adil.>® Terkait
Abitrase pada ranah hubungan industrial memiliki perbedaan dalam ranah
penyelesaiannya yang memiliki perselisihan menyangku kepentingan dengan

perselisihan cenderung pada ruang lingkup satu perusahaan saja, dengan

%9 Ibid., Pasal 1 angka 13 dan 14.
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mekanisme penyelesaian tidak melalui pengadilan hubungan industrial, tetapi
di luar dari hal tersebut dengan melahirkan penetapan tertulis yang disepakati
oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk sepenuhnya
diserahkan kepada arbiter yang cara-cara penyelesaian perselisihan melalui
mekanisme daftar arbiter yang telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
sesua kewenanagnnya, bahwa kekutan hukum putusan tetap bersifat mengikat

bagi kedua belah pihak dan sudah dalam arti final..®

Mediasi

Mediasi hubungan industrial merupakan salah satu upaya penyelesaian dengan
ruang lingkup permasalahan mengenai selisih hak, kepentingan, ataupun
berkenaan dengan adanya pemutusan sepihak hubungan kerja, atau bahkan
perselisinan antara serikat pekerja dalam satu lingkup perusahaan tersebut
dengan mekanisme musyawarah untuk mencapai perdamaian, tentunya tidak

terlepas dari seorang penengah yang bersifat netral dikenal dengan mediator.

Selanjutnya definisi mengenai mediator dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial merupakan seorang pegawai yang berasal dari badan
pemerintahan dengan akuntabilitasnya pada bagian ketenagakerjaan melalui
penilaian atas suatu kriteria menjadi mediator yang telah diamanatkan oleh
menteri. Dalam hal ini mediator akan berfungsi menyelenggarakan mediasi
disertai keharusan untuk mengeluarkan suatu nasihat tertulis kepada masing-
masing pihak yang terlibat dalam perselisihan menyangkut antara lain
kepentingan, hak, pemutusan hubungan kerja sepihak, ataupun antar serikat

yang terjadi dalam ruang lingkup satu perusahaan.®!

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di
lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap ibukota
Provinsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap

perselisihan hubungan industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja

80 Ibid., Pasal 1 angka 15 dan 16.
®1 Ibid., Pasal 1 angka 11 dan 12.
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pekerja.®?

Peratun juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial atau sengketa ketenagakerjaan. Kewenangan mengadili Peradilan Tata
Usaha Negara terhadap sengketa ketenagakerjaan baru timbul apabila yang menjadi
objek sengketa adalah berupa keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan/atau berupa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

%2 Ibid., Pasal 1 angka 17.



BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dilakukan
dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan
dengan menelaah asas-asas, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku terkait persoalan hukum yang akan diteliti.®® Penelitian ini diperkuat
dengan mengumpulkan informasi dan fakta-fakta hukum terkait persoalan hukum
yang akan diteliti di lapangan melalui wawancara langsung dengan ibu Hj. Suaida
Ibrahim, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung, kemudian akan dikorelasikan dengan asas-asas, regulasi dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.%*

3.2 Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data yang meliputi penulisan penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua)

cara, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

3.2.1 DataPrimer

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa informasi
dan fakta hukum terkait persoalan hukum yang akan diteliti dengan melakukan
wawancara langsung Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
Dalam hal ini, penulis juga akan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang
berhubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti di Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandar Lampung.

83 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. 1. Cet. (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008), him. 95.
8 Ibid., hIm. 141.
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Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperolen melalui kajian studi kepustakaan dengan

tujuan untuk mendapatkan gambaran bahasan penelitian dengan cara mencari,

membaca, mengumpulkan, mempelajari serta mengutip berbagai literatur, baik dari

peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel, jurnal-jurnal,

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan juga bahan hukum lainnya

yang berhubungan dengan persoalan hukum yang akan diteliti.%® Dalam penelitian

ini, data sekunder yang akan digunakan, ada 3 (tiga), yaitu Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian penulisan ini, Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang Berkekuatan

Hukum Tetap, meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta
perubahannya sebagai otoritas tertinggi dalam Bahan Hukum Primer.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi

Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah

Minimum.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas
dari Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014.
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10) Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 5/G/2021/PTUN-BL.

11)Putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ~ Nomor:
11/G/2022/PTUN.JKT.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian penulisan ini, Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku,
artikel, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan persoalan hukum

yang akan diteliti dalam penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian penulisan ini, Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum
pelengkap yang bersifat memberikan pedoman dan uraian tambahan terhadap
Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti kamus hukum dan

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari Studi Kepustakaan

dan Studi Lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan prosedur pengumpulan data dengan cara
mencari, membaca, mengumpulkan, mempelajari serta mengutip berbagai
literatur, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku,
artikel, jurnal-jurnal, putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan
juga bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan persoalan hukum yang
akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan prosedur pengumpulan data dengan penelitian
langsung pada objek penelitian yang berlokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung untuk menganalisa bagaimana penyelesaian sengketa Tata
Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor: 5/G/2021/PTUN-BL., tanggal 9 Juni 2021, tentang Sengketa Penetapan
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Upah Minimum Tahun 2021.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul akan dilakukan pengolahan data dengan 4 (empat) cara,

yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi Data, Analisis Data dan Penyusunan Data.

a.

Pemeriksaan Data

Semua data yang telah dikumpulkan, disesuaikan dengan persoalan hukum
yang diteliti, kemudian dilakukan seleksi data yang diperlukan dalam penelitian
ini.

Klasifikasi Data

Setelah pemeriksaan data, semua data yang diperlukan dikelompokan dengan

menghubungkan, membandingkan, menguraikan dan mendeskripsikan data

tersebut untuk diolah dan ditarik suatu kesimpulan

Penyusunan Data

Semua data yang telah dianalis kemudian disusun dan ditetapkan dalam setiap
pokok bahasan secara sistematis, sehingga dapat dengan mudah untuk

dianalisis.

3.4 Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut diatas dianalisis dengan metode

deskriptif analitis, dengan maksud mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil

penelitian dan wawancara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung,

kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam penelitian ini.®

8 Sarinah, Agus Kusnadi, dan Atje, “Analisis Dan Evaluasi Terhadap Putusan PTUN

Bandung Perkara Nomor 92/G/2001/PTUN Bandung Tentang Sengketa Kepegawaian,”
Sosiohumaniora 8, no. 3 (2006), him. 316.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisa masalah tersebut diatas, dapat disimpulkan:

1. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, telah terjadi perluasan objek sengketa TUN yang
menjadi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, dimana yang
sebelumnya berdasarkan UU PTUN hanya meliputi Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN), maka pasca berlakunya UU AP maka objek gugatan tata usaha
negara yang menjadi kompetensi absolut peradilan TUN diperluas menjadi
meliputi Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Administrasi

Pemerintahan;

2. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penetapan upah minimum di
wilayah Provinsi Lampung Tahun 2021, walaupun upaya administratif yang
dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima
atau diumumkannya keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak
untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau
tindakan tersebut berdasarkan ketentuan yang terbaru, yaitu Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, hal mana sesuai
dengan asas preferensi hukum yang menyatakan bahwa “lex posterior derogate

legi priori”.
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5.2 Saran
Dari kesimpulan tersebut diatas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu kiranya kedepan dilakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU
AP Dbeserta peraturan-peraturan terkait kepada masyarakat umum dengan harapan
tidak ada lagi gugatan yang dinyatakan tidak diterima hanya karena gugatan telah
melampaui tenggang waktu (daluarsa), di mana disebabkan semata-mata oleh
ketidaktahuan mereka terhadap ketentuan hukum materiil dan hukum formal (hukum

acara) yang berlaku;

2. Perlu kiranya Ketua PTUN mengoptimalkan kewenangannya dalam tahapan dismissal
process terhadap gugatan yang pihak Pengggugat telah melampaui tenggang waktu
untuk mengajukan upaya administratif tetapi pengajuan gugatannya masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diberitahukannya
keputusan objek sengketa, walaupun seandainya lolos dari tahapan dismissal process,
hal tersebut masih tetap dapat dinilai dan dipertimbangkan kembali oleh Majelis
Hakim yang memeriksa perkara didalam putusannya.
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